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Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemerintahan negara. temyata fungss
tersebut mewuliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek :efresif dalam
kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek
preventif berupa tugas-tugas yang dilakukao yang begitu melekat pada fungsi utama
administrasi ncgara mulai dan bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan
kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengaditan.

Sebagaimana dijelashan dalam ketentuan umum Pasal [ butir 1 dan 2 KUHAP,
merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri
atau pejabat pegawai negerl fertentu yang diberi wewenang khusus ol¢h undang-
undang.

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penankan
pengertian polisi dapat ditakukan dan pengertian kepolisian sebagamana diatwr di
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang berbunyi :* Kepolisian edalab segala hal ikbwal yang
berkaitan dengan fiwgsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan “.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegakmya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalem lalu
lintas atau hubungan-hubuogen hukum dalam kehidupan bermasyacekat dan
bernegara.

Polri mempunyai fiuigsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di
Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berweoang
melakukan penyidikan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi
sebagai penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 28
Tahun 1997 khususnya dalam hal stkap walak serta tata cara kerja yang cenderung
lebth militeristik, sertd memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk
metaksanakan fimgsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidik.
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